BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 532/Pid.Sus/2015/Smn TENTANG TINDAK
PIDANA MELARIKAN ANAK GADIS DI BAWAH UMUR DAN

MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan
Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis di Bawah Umur dan Membujuk Anak
Melakukan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2015/Smn

Pada studi kasus tentang tindak pidana melarikan anak gadis di
bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan
perkara No.532/Pid.sus/2015/PN.Smn merupakan tindak pidana dimana
terdakwa Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melarikan anak gadis di
bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah membawa lari
seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi Sandra Evy Rahayu umur
15 Tahun yang lahir pada tanggal 11 Desember 2000 sesuai dengan Akta
Kelahiran Nomor: 00407/ 2001 tanggal 19 Januari 2001 dari Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanpa di kehendaki orang

tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk
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memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar
perkawinan.'

Terdakwa Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono menjemput saksi
Sandra disekolahnya di SMA YPKK Mejing Sidomoyo. Setelah bertemu
saksi Sandra, dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa
membonceng saksi Sandra menuju Kalasan kerumah teman Terdakwa.
Sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa mengajak saksi Sandra pergi ke
Surabaya tanpa ijin dari orang tua saksi Sandra, padahal Terdakwa
mengetahui bahwa saksi Sandra masih dibawah umur.”

Bertempat di sebuah rumah di Surabaya Jawa Timur dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
yaitu saksi Sandra Evy Rahayu melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain. Terdakwa mensetubuhi saksi korban sebanyak 4 (kali)
yang dilakukan dirumah tukang bubur kacang hijau.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum at repertum No
440/310/RM/2015 tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Umum daerah Sleman yang ditandatangani oleh dr Andang SN Spog,
berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan saksi Sandra ditemukan robekan
lama pada selaput dara (hymen) pada pukul tujuh dan sembilan.’

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa Yudi

Wibowo als Danu bin Sudarsono telah melanggar Pasal 332 KUHP dan

! Berkas Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid.Sus/2015/PN. Smn.17.

? Ibid.

*Ibid.,

13.
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Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Terdakwa Yudi Wibowo
di pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dikabulkan oleh
Majelis Hakim. Melainkan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari
tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim
memutus perkara Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang melarikan
anak gadis dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya, dengan menyatakan sebagai berikut:

. Menyatakan terdakwa Yudi Wibowo Als Danu telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan anak gadis
dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.

. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8
(delapan) tahun dan membayar denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan.

. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar ijasah SD A.n Sandra Evy Rahayu yang dikeluarkan

oleh SDN Sarikaya Depok Sleman pada tanggal 09 Juni 2012 dengan
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Nomor Ijasah No. DN-04 Dd 0033261 dikembalikan kepada korban
Sandra Evy Rahayu
b. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,
di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan :
1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban,
3. Terdakwa sudah pernah dihukum.
Keadaan yang meringankan :
Terdakwa bersikap sopan di persidangan
Alasan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah, karena bahwa
dari kenyataanya yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa
dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungkan kepadanya.
Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus
dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak gadis
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di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
dinilai belum tepat, karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim lebih
ringan dari tuntutan penuntut umum, yaitu 12 (dua belas) tahun penjara.

Padahal dalam kasus tersebut telah terjadi 2 (dua) kasus tindak

pidana, yaitu terjadinya tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur
dan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
Mengingat dalam KUHP terdapat pasal yang menjadi dasar hukum dari
gabungan tindak pidana ini adalah Pasal 63 tentang Concursus Idealis, yang
berbunyi:

1. Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan
pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang
dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan
yang terberat pidana pokoknya;

2. Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena

ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka
ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Dari pasal di atas maka orang yang melakukan tindak pidana
sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan
sebagaimana dimaksud oleh pasal ini. Sedangkan ayat 2 menjelaskan
apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan
pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana
yang khusus itulah yang dipakai. Dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan
oleh Hakim diatas, majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 63
tentang gabungan tindak pidana.

Jika memperhatikan pada ayat 2 Pasal 63 pada ketentuan pidana, jika

terjadi pidana umum dan pidana khusus maka ketentuan pidana khusus itu
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yang di gunakan. Pada kasus diatas pidana yang terberat adalah tindak
pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan ancaman pidana 5
(lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Majelis Hakim hanya
menjatuhkan pidana 8 (delapan) tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, dan
lebih ringan dari ancaman pidana yang terapat dalam Undang-Undang
tentang perlindungan anak, maka hukuman tersebut dirasa kurang memberi
efek jera pada pelaku sedangkan pelaku sebelumnya sudah pernah di
hukum. Dan perbuatan Terdakwa tersebut merusak masa depan saksi

korban Sandra Evy Rahayu.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis
dibawah Umur dan Membujuk Melakukan Persetubuhan dalam Putusan
Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau figh
secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari’ah,
dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman,
Islam, dan ihsan; atau akidah, syari’ah dan akhlak.* Berdasarkan uraian
yang telah dikemukakan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa hukum
pidana Islam atau figh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah
yang digali dan disimpulkan dari al-Qur’an dan hadis tentang kriminalitas

yang berkaitan dengan kemanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik

*M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam. . . . 1.
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menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab) dan
harta) maupun tidak.’
Objek utama kajian figh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu
sebagai berikut:°
1. Jarimah kisas yang terdiri atas:
a. Jarimah pembunuhan
b. Jarimah penganiayaan
2. Jarimah hudud yang terdiri atas:
a. Jarimah zina
b. Jarimah gadzf
c. Jarimah syurb al-khamr
d. Jarimah a/-Baghyu
e. Jarimah al-riddah
f. Jarimah al-sariqah
g Jarimah al-hirabah
3. Jarimah takzir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas
diatur oleh al-Qur’an atau hadis. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya
ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak
dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat
godaan setan dalam diri manusia.
Dalam hukum pidana Islam tindak pidana melarikan anak gadis di

bawah umur termasuk dalam kategori jarimah takzir yaitu hukuman yang

> Ibid., 12.
® M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah. . . .3.
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pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum pidana di
Indonesia hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah takzir,
karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Jarimah takzir sangat
kondisional, dari yang terberat yaitu hukuman mati sampai kepada
hukuman yang teringan, yakni hukuman yang hanya bersifat peringatan
atau teguran.7

Sedangkan untuk tindak pidana membujuk anak melakukan
persetubuhan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah
zina, yaitu zina ghairu muhsan karena antara Terdakwa dan korban sama-
sama belum ada ikatan pernikahan dengan orang lain. Dalam hukum Islam
perbuatan zina yaitu ada 2 zina muhsan (zina yang dilakukan dengan
adanya ikatan pernikahan dengan orang lain) dan zina ghairu muhsan
(perbuatan zina yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan dengan
orang lain).

Sanksi terhadap pelaku perbuatan zina ghairu muhsan telah

dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2:
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“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali
dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga
mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika
kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam

’ Makhrus Munajat, Transformasi . . . . 15.
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menjatuhkan  sanksi  (mencambuk) mereka  disaksikan  oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman”’*

Dalam hukum Islam, zina sudah dilarang secara tegas karena teramat
jelas kemadaratannya. Kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat
pandangan syari’at Islam, bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang
menyinggung hubungan individu semata-mata, melainkan pula mempunyai
dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila
syari’at Islam melarang semua bentuk perbuatan zina, baik yang dilakukan
oleh gadis dengan jejaka secara sukarela, maupun oleh orang-orang yang
sudah bersuami atau beristeri.’

Terjadinya dua tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi
Wibowo als Danu bin Sudarsono yang melarikan anak gadis di bawah umur
dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu saksi korban
Sandra Evy Rahayu dalam hukum pidana Islam termasuk dalam teori saling
melengkapi atau saling memasuki (a¢-Tadakhul), dalam teori ini, pelaku
jarimah dikenakan satu hukuman, meskipun melakukan tindak pidana
ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling
melengkapi atau saling memasuki.

Dengan demikian bahwa dapat di simpulkan tindak pidana melarikan
anak gadis di bawah umur dalam hukum pidana Islam termasuk dalam

jarimah takzir, yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sedangkan

¥ Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan, Jilid 5 (Jakarta:
Widya Cahaya, 2011), 351.

? Neng Djubaedah, Fornografi & Fornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2003),2.
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membujuk anak melakukan persetubuhan dalam hukum pidana Islam
termasuk dalam jarimah zina, yaitu tepatnya adalah zina ghairu muhsan di
hukum dengan dicambuk seratus kali.

Untuk hukuman yang pantas diberikan pada terdakwa Yudi Wibowo,
mengingat pada teori af-Tadakhul atau teori saling melengkapi maka
hukuman yang paling berat yang pantas di terima oleh Terdakwa yaitu
hukuman dicambuk seratus kali. Hukuman ini sudah sesuai dengan Pasal 63
tentang gabungan tindak pidana, dimana apabila terjadi gabungan tindak
pidana atau tindak pidana yang terjadi lebih dari satu, maka hukuman yang

dijatuhkan adalah hukuman pokok yang terberat hukumannya.
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